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ABSTRAK 

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha mengaktualisasikan cita-citanya, 

diantaranya, dengan cara menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warganya. 

Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal pertama ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 

Muka Umum. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk 

menyatakan gagasannya yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, ketika jejaring 

internet mulai marak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur media 

elektronik yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan beragam informasi. UU 

ITE kemudian direvisi di tahun 2016 sehingga muncul Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016. Hadirnya UU ITE tidak menjadikan pelanggaran di dunia maya 

berkurang. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 

bahwa kasus-kasus pelanggaran UU ITE mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat 

pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara) selama 2016 hingga 

2020. Sebagian besar kasus pelanggaran berkaitan dengan “ujaran kebencian” dan 

“pencemaran nama baik,” serta “berita bohong” (hoax). Berdasar temuan tersebut, 

menurut beberapa peneliti, UU ITE justru tampil sebagai alat untuk “membungkam 

kebebasan”, bukan “menjamin kebebasan”. 

Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisa kebebasan 

berpendapat dalam UU ITE dalam perspektif siyasah tasyri’iyyah. Siyāsah tasyrī’iyyah 

merupakan teori legislasi Islam yang dijadikan acuan dalam pembuatan undang-

undang. Teori ini memiliki empat prinsip dasar, yaitu: prinsip hirarki, efisiensi, 

operasional, dan kemaslahatan. Objek material penelitian ini adalah undang-undang 

dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam UU 

ITE. Oleh karenanya, penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang menggunakan 

metode kualitatif dalam menganalisa dan mendeskripsikan temuan penelitian. 

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa UU ITE mengakui hak individu 

untuk menyampaikan pendapat, berpendapat, dan berekspresi secara online. Namun, 

dalam menjalankan kebebasan ini, UU ITE juga mengatur bahwa kebebasan 

berekspresi tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain dan tidak 

melanggar hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa konten yang melanggar, fitnah, atau 

menghasut kebencian dapat dikenai sanksi hukum. Dalam perspektif siyāsah 

tasyrî’iyah, UU ITE memiliki beberapa pasal yang multitafsir dan mengakibatkan 

penyalahgunaan untuk menekan kebebasan berekspresi. Di antara pasal-pasal tersebut 

adalah adalah pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), pasal 27 ayat 3 

(pencemaran nama baik), pasal 28 ayat 2 (menyiarkan kebencian), dan pasal 29 

(ancaman kekerasan). Bahkan, pasal-pasal tersebut dianggap tidak efisien karena 

tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian, 

penelitian ini menemukan bahwa UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah 

tasyri’iyyah, yaitu: tidak menggunakan redaksi yang jelas sehingga ambigu dan tidak 
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menjamin kemaslahatan sepenuhnya, karena rentan digunakan oleh beberapa oknum 

untuk kepentingan politik. 

 

Kata Kunci: UU ITE, Siyāsah Tasyrî’iyah, Ujaran Kebencian, Hoax, Kebebasan 

Berpendapat 
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ABSTRACT 

As a rule-of-law country, Indonesia is trying to actualize its ideals, among other things, 

by guaranteeing freedom of opinion for every citizen. Freedom of opinion is regulated 

in article one paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 

concerning Freedom of Expressing Opinions in Public. This article explains that every 

citizen has the right to express their ideas guaranteed by law. Meanwhile, when 

internet networks began to flourish, the government issued Law Number 11 of 2008 

concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) to regulate electronic 

media used as a medium for disseminating various information. The ITE Law was 

revised in 2016, so Law Number 19 of 2016 appeared. The presence of the ITE Law 

has not reduced violations in cyberspace. Southeast Asia Freedom of Expression 

Network (SAFEnet) found that cases of violation of the ITE Law reached 96.8% (744 

cases) with a very high imprisonment rate of 88% (676 cases) from 2016 to 2020. Most 

of the violation cases were related to “hate speech” and “defamation,” as well as 

“fake news” (hoax). Based on these findings, according to several researchers, the ITE 

Law appears as a tool for "silencing freedom," not "guaranteeing freedom." 

Based on this background, this study will analyze freedom of opinion in the ITE Law 

from the perspective of siyasah tasyri'iyyah. Siyāsah tasyrī'iyyah is a theory of Islamic 

legislation used as a reference in making laws. This theory has four basic principles, 

namely the principle of hierarchy, efficiency, operations, and benefit. The material 

objects of this research are laws and other legal documents related to freedom of 

expression in the ITE Law. Therefore, this research is classified as literature research 

using qualitative methods to analyze and describe research findings. 

Finally, this study found that the ITE Law recognizes individual rights to express 

opinions, opinions, and expression online. However, in exercising this freedom, the 

ITE Law also stipulates that freedom of expression must be exercised by respecting the 

rights of others and not violating applicable law. This means that content that violates, 

slanders or incites hate may be subject to legal sanctions. From the perspective of 

siyāsah tasyrî'iyah, the ITE Law has several ambiguous articles that result in misuse 

to suppress freedom of expression. Among these articles are Article 27, Paragraph 1 

(loading content violating decency), Article 17, Paragraph 3 (defamation), Article 28, 

Paragraph 2 (spreading hatred), and Article 29 (threats of violence). In fact, these 

articles are considered inefficient because they overlap with other laws and 

regulations. Thus, this study finds that the ITE Law is contrary to the principles of 

siyasa tasyri'iyyah, namely, not using a clear editorial so that it is ambiguous and does 
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not guarantee full benefit because it is vulnerable to being used by some elements for 

political interests. 

 

Keywords: ITE Law, Siyāsah Tasyrî'iyah, Hate Speech, Hoax, Freedom of Opinion 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 

22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alīf tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ eṡ (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż żet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س
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 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ eṣ (dengan titik di bawah) ص

 ḍaḍ ḍ ḍe (dengan titik di bawah) ض

 ṭ ṭ ṭe (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ẓet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...‘… koma terbalik ke atas‘ ع

 gaīn g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q ki ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ꞌ apostrof ء

 ya y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

عاقدين تم  muta‘āqidain 
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 iddah‘ عدة

 

 

 

 

 

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila ta’ marbūṭah di dimatikan ditulis h. 

  hibah هبة

 jizyah جزية 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ’karāmah al-auliyā كرامة الأولياء 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥah a ـَ 

 kasrah i ـِ 

 ḍammah u ـُ 

 

E. Vokal Panjang 
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fatḥah + alif ā جاهلية jāhiliyyah 

fatḥah + alif layyinah/ya’ mati ā يسعى yas‘ā 

Kasrah + ya’ mati ī كريم karīm 

ḍammah + wau mati ū  فروض furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya’ mati ai  بينكم bainakum 

fatḥah + wau mati au  قول qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 a’antum أأنتم 

 u’iddat أعدت 

 la’in syakartum لئن

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 al-Qur’ān القرأن 

 al-qiyās القياس 

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
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 ’as-samā السماء 

 asy-syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 żawī al-furūḍ ذويالفروض 

 ahl as-sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia, sebagai negara hukum, berusaha mengiplementasikan prinsip dan 

cita-cita negara hukum diantaranya melalui “kebebasan berpendapat”, “kebebasan 

berserikat”, dan “jaminan perlindungan hak asasi manusia”. Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu 

sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.” Hak-hak tersebut meliputi hak 

hidup, hak menentukan nasib, hak berpendapat, hak bebas dan merdeka. Hak-hak 

tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap 

orang, bahkan hukum.1 

Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal pertama ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak 

untuk menyatakan pendapat secara verbal, tertulis, dst., tanpa hambatan dan penuh 

tanggung jawab. Setiap warga Negara bebas mengungkapkan gagasannya yang 

dijamin oleh sistem demokrasi dan konstitusi. Meskipun demikian, kebebasan 

 
1  Almira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritianingtias. Kajian Freedom of Speech and 

Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia. Fakultas Hukum. 

Universitas Negeri Semarang, 2017. 
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tersebut harus dibatasi ketika bertentangan dengan hak orang lain; apabila 

bertentangan, maka disebut sebagai “ujaran kebencian.”2 

Menjawab perdebatan hukum yang timbul akibat penggunaan media 

elektronik dalam menyebarkan beragam informasi melalui jejaring media sosial 

di internet, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-

undang ini direvisi sehingga muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang mendapatkan perhatian khusus 

adalah pasal 28 ayat (2) yang mengatur “tindak pidana ujaran kebencian melalui 

media elektronik.”3 Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik.” 

 

Hadirnya UU ITE tidak menjadikan pelanggaran di dunia maya berkurang. 

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) melakukan survey 

dari 2016 hingga 2020 menemukan bahwa kasus-kasus pelanggaran UU ITE 

mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi 

mencapai 88% (676 perkara). Sebagian besar kasus pelanggaran berkaitan 

 
2 Bleich Erik, The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies. Journal 

of Ethnic and Migration Studies, 2011, hlm. 917-934 
3  Pane, Relly Rakhmani, Nelvitia Purba, dan Mustamam Mustamam. "Analisis Yuridis 

Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran 

Kebencian Melalui Media Sosial." Jurnal Ilmiah METADATA 3.2, 2021, hal 600. 
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dengan “ujaran kebencian” dan “pencemaran nama baik,” serta “berita bohong” 

(hoax).4 Berdasar temuan tersebut, menurut beberapa peneliti, UU ITE justru 

tampil sebagai alat untuk “membungkam kebebasan”, bukan “menjamin 

kebebasan”. Banyak elemen negara yang ingin mengungkapkan fakta dan 

kebenaran, namun malah didakwa dengan pencemaran nama baik dan ujaran 

kebencian.
5
 

Di antara kasus tersebut adalah kasus Diananta, seorang wartawan yang 

mewartakan berita di platform online, Banjarhits.id., yang berafiliasi dengan 

platform online lebih besar, kumparan.com. Pada tanggal 9 November 2019, 

Diananta mewartakan sengketa lahan di Kalimantan Selatan. Salah satu 

narasumber dalam laporan tersebut, Sukirman, mengajukan laporan kepada polisi 

dengan delik “penyebaran berita bohong” dan isu SARA. Seharusnya kontroversi 

ini berakhir setelah Kumparan, melalui Banjarhits, mempublikasikan tanggapan 

dari Sukirman serta menghapus berita sebelumnya. Namun, Polda Kalsel terus 

mengusut kasus ini mulai dari tanggal 26 November 2019 melalui surat bernomor 

B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus. Polisi mengajukan pasal 28 ayat 2 yang dikaitkan 

dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum 

menuntut Diananta dengan hukuman penjara selama 6 bulan, tetapi hakim 

 
4  Yogie Alwaton, Perjalanan Pasal Karet UU ITE dan Problematikanya, 

https://retizen.republika.co.id/posts/13074/perjalanan-pasal-karet-uu-ite-dan-problematikanya diakses 

tanggal 10 Desember 2021 
5 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di 

Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm 76. 

https://retizen.republika.co.id/posts/13074/perjalanan-pasal-karet-uu-ite-dan-problematikanya
https://retizen.republika.co.id/posts/13074/perjalanan-pasal-karet-uu-ite-dan-problematikanya
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menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari.6 

Contoh lainnya adalah kasus yang melibatkan Sadli Saleh. Pada tanggal 10 

Juli 2019, Sadli Saleh menulis opini yang membahas kemungkinan adanya 

ketidakberesan dalam proyek Pemda Buton Tengah. Akibatnya, ia ditangkap oleh 

pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh Bupati. Laporan ini diajukan karena 

dugaan bahwa Bupati tidak menerima kritikan yang ada dalam laporan media daring 

tersebut. Sadli kemudian menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri 

Pasarwajo, dimulai sejak tanggal 23 Januari 2020.7 

Berdasar peristiwa-peristiwa hukum di atas, penelitian ini berusaha 

mengkaji lebih dalam mengenai perspektif siyāsah tasyrî’iyah terhadap kebebasan 

berpendapat dan hate speech di Indonesia. Peneliti melakukan investigasi terhadap 

dokumen-dokumen hukum di Indonesia untuk dapat menemukan secara 

menyeluruh mengenai kebebasan berpendapat dan hate speech. Berikutnya, peneliti 

menganalisanya menggunakan prinsip-prinsip siyāsah tasyrî’iyah guna menilai 

undang-undang yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan hate speech di 

Indonesia. 

 

 
6  Riyan Setiawan "Vonis Jurnalis Diananta: Mencoreng Kebebasan Pers di Era Jokowi”, 

https://tirto.id/fXCc diakses pada 11 Desember 2021   
7 Defriatno Neke "Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 

Tahun Penjara", https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-

yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun. diakses pada 11 Desember 2021  

https://tirto.id/fXCc
https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun
https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebebasan berpendapat dan hate speech di Indonesia? 

2. Bagaimana perspektif siyāsah tasyrî’iyah terhadap kebebasan berpendapat dan 

hate speech di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk menjelaskan kebebasan berpendapat dan hate speech di Indonesia. 

b. Untuk menjelaskan Perspektif siyāsah tasyrî’iyah terhadap kebebasan 

berpendapat dan hate speech di Indonesia. 

2. Kegunaan penelitian ini adalah 

a. Secara umum, penelitian ini memberi informasi mengenai kebebasan 

berpendapat di Indonesia. 

b. Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi pilihan yang 

berharga dalam menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip siyāsah 

tasyrî’iyah. 

D. Telaah Pustaka 

Bagian ini mendeskripsikan literature sebelumnya, baik buku, jurnal, artikel, 

atau berita, yang mengkaji kebebasan berpendapat dan siyāsah tasyrî’iyah. Tujuan 

dari bagian ini adalah untuk mengetahui diskusi sebelumnya mengenai hal-hal 

tersebut, sehingga penelitian ini melanjutkan tesis yang berkembang seputar isu 
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yang sedang dikaji ini. Deskripsi ini membantu penelitian ini untuk menemukan 

kebaruan penelitian yang berbeda dari penelitian yang lain. 

Penelitian Rukyah Khatamunisa yang mengkaji terhadap Pencemaran Nama 

Baik  dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam perspektif siyāsah tasyrî’iyah. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: 1) terdapat perbedaan penafsiran 

terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena ada kepentingan dari pihak penegak. 2) 

terdapat beberapa prinsip-prinsip siyāsah tasyrî’iyah yang masih belum terpenuhi 

dalam pembentukan UU ITE. 

Penelitian sebelumnya, milik Reza Ferdianto, membahas mengenai  

pengadilan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla. Dalam penelitiannya, Reza mengulas 

tentang kasus penghinaan terhadap agama yang telah diputuskan oleh pengadilan 

negeri. Reza menemukan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut hanya 

dilakukan terhadap satu individu sebagai yang tercatat dalam surat dakwaan 

penuntut umum, dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pihak yang 

tidak tercantum dalam surat dakwaan tersebut..8 

Berikutnya, Indra Satriani melakukan penelitian tentang kedudukan 

Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI serta implementasinya terhadap pengguna 

media sosial di UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa UU ITE 

merupakan peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 

 
8 Reza Ferdianto, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu 

Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla).” Tesis Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun (2018). 
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sementara Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 bukanlah peraturan hukum yang 

mengikat, kecuali jika fatwa tersebut diadopsi oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.9 

Ada juga penelitian memberi perhatian terhadap terhadap Pasal 27 Ayat (3) 

UU ITE yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam karya Irfan. Penelitian ini 

menemukan bahwa UU ITE memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian 

hukum. Namun, implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak selalu memenuhi 

harapan karena seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, 

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dianggap sebagai kendala terhadap kebebasan 

berpendapat.10 

Penelitian yang disusun oleh Windisen dan Ade Adhari membicarakan 

mengenai Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani Tindak Pidana 

Ujaran Kebencian di Dunia Maya. Dalam tulisan mereka, Windisen dan Ade fokus 

pada pembahasan tentang pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian 

yang terjadi melalui internet di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2). 

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dianggap 

kontroversial dan belum mampu memberikan kejelasan hukum yang memadai. Oleh 

 
9 Indra Satriani, “Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya 

terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar”. Tesis Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar (2018). 
10 Irfan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite).” Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari‟ah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar (2017) 
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karena itu, permasalahan yang muncul adalah "Bagaimana Pelaksanaan Pasal 28 

Ayat (2) UU ITE dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Ruang 

Maya". Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 28 

Ayat (2) UU ITE mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait UU ITE. 

Pasal ini ditujukan untuk menghukum individu yang menyebarkan informasi yang 

menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan 

(SARA), tetapi tidak mencakup ekspresi pendapat yang bersifat kritis atau tidak 

sependapat. Jika seseorang terbukti bersalah, pelanggaran ini dapat berujung pada 

hukuman pidana berupa penjara dan denda.11  

Artikel yang dihasilkan oleh Relly Rahkmani Pane membicarakan tentang 

Analisis Hukum Terkait Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dalam Kasus Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Platform Media 

Sosial. Dalam tulisan ini ditekankan bahwa penyebaran informasi yang berisi 

konten ujaran kebencian telah diidentifikasi sebagai tindakan yang melanggar 

hukum atau perbuatan yang dilarang, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 27 ayat 

(3) bersama dengan Pasal 28 Ayat (2). Pelanggaran terhadap pasal tersebut 

berpotensi mendapat sanksi pidana sesuai Pasal 45, yang dapat berakibat pada 

maksimal enam tahun hukuman penjara dan denda hingga satu miliar rupiah. 

Pengimplementasian Undang-Undang ITE dalam penegakan hukum terhadap 

 
11 Windisen dan Ade Adhari, “Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian di 

Internet”, Jurnal Ilmuj Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol. 6, Nomor 1 (Maret 2021). 
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kebebasan berpendapat warga masyarakat telah menghasilkan dampak pada ruang 

lingkup kebebasan berekspresi, terutama dalam hal menyuarakan kritik terhadap 

kebijakan pemerintah. Namun, perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat 

warga masyarakat, dalam konteks penerapan Undang-Undang ITE, masih belum 

memperlihatkan panduan yang jelas dalam undang-undang mengenai upaya 

perlindungan hak tersebut. Revisi Undang-Undang ITE yang telah dilakukan 

tampaknya belum menghasilkan perubahan signifikan yang mendorong 

kemerdekaan warga masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dengan 

bebas.12 

Artikel yang disusun oleh Aulia Anastasya Putri Permana membicarakan 

mengenai Penafsiran Terbatas terhadap Pasal 28 Ayat (2) dari UU ITE. Fokus artikel 

ini adalah menguraikan bagaimana muatan ketentuan hukum yang terdapat dalam 

Undang-Undang tersebut mengenai batasan moral dalam menyampaikan kritik 

melalui media sosial. Salah satu pokok bahasan adalah dampak Pasal 28 Ayat (2) 

UU ITE terhadap hak konstitusional dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam 

analisisnya, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dianggap membatasi hak-hak ini dengan cara 

yang meragukan. Selain itu, penjelasan yang ada pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 

menimbulkan berbagai penafsiran yang beragam, seperti pada frasa "menyebarkan 

informasi" dan "menimbulkan rasa kebencian/permusuhan". Frasa-frasa tersebut 

 
12 Relly Rahkmani, “Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”, Jurnal Ilmiah 

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 3 No. 2 (Mei 2021). 
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dirasa kurang jelas dan terbuka untuk interpretasi, yang pada gilirannya 

mempengaruhi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di platform media 

sosial. Kesimpulannya, Indonesia dianggap sebagai negara hukum di mana setiap 

tindakan masyarakat diatur oleh undang-undang, termasuk moral dalam 

pengkritikan di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bagian dari undang-undang 

ini, yaitu Pasal 28 Ayat (2), dianggap memiliki norma yang ambigu. Ini dapat 

disalahgunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, menghambat kebebasan 

berpendapat, dan bahkan dimanfaatkan untuk tujuan politik. Penerapan undang-

undang ini juga menunjukkan adanya kesamaan dalam tindak pidana yang dapat 

mengakibatkan ketidakpastian hukum, berpotensi menciptakan kerusuhan dalam 

masyarakat.13 

E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, digunakan pisau analisis yang mengacu pada prinsip-

prinsip dasar dalam siyāsah tasyrî’iyah. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan 

dalam pengambilan kebijakan dan penetapan hukum yaitu: 

1. Prinsip Hirarki 

Prinsip hirarki dalam siyāsah tasyrî’iyah mengacu pada struktur 

hierarkis yang ada dalam sistem hukum Islam. Prinsip ini menetapkan bahwa 

 
13 Aulia Anastasya Putri Permana, “Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE”, 

Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 24 No. 01, 

(Desember 2021) 
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sumber-sumber hukum Islam memiliki tingkatan atau derajat yang berbeda dan 

harus dihormati dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Dengan 

prinsip hirarki ini, sumber-sumber hukum Islam diatur dalam urutan sesuai 

tingkatannya. Al-Quran dan hadis merupakan sumber otoritatif  dalam hukum 

Islam; sementara sumber-sumber lainnya, yaitu, ijma’ dan qiyas, berada di 

bawah al-Quran dan hadis. Selain qiyas, terdapat juga prinsip penafsiran yang 

mengatur cara mengintegrasikan sumber-sumber hukum Islam (al-Quran dan 

Hadis). Prinsip-prinsip penafsiran seperti ijtihad, istihsan, dan maslahah 

mursalah dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan hukum Islam 

dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan zaman. 

Sementara itu, Sistem hirarki undang-undang di Indonesia diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Dalam hirarki ini, terdapat peraturan-peraturan dengan 

tingkatan yang berbeda, yang menentukan kekuatan hukum dan ruang 

lingkupnya. Undang-undang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dan 

memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Undang-undang ini mencakup 

prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan yang luas. Di bawah undang-

undang, terdapat peraturan-peraturan dengan tingkatan yang lebih rendah, yang 

bertujuan untuk menjelaskan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan ini memiliki 

cakupan yang lebih spesifik dan terkait dengan pelaksanaan undang-undang. 
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Dengan adanya sistem hirarki ini, undang-undang memiliki kekuatan hukum 

yang lebih kuat dan menjadi landasan utama bagi peraturan-peraturan yang lebih 

rendah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. 

2. Prinsip Efisiensi 

Prinsip efisiensi dalam siyāsah tasyrî’iyah mengacu pada upaya untuk 

mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat dengan cara yang paling efisien 

dan efektif. Prinsip ini mengharuskan pemerintah atau otoritas yang berwenang 

dalam penerapan hukum Islam untuk mempertimbangkan penggunaan sumber 

daya yang terbatas secara bijaksana dan mengoptimalkan hasil yang diinginkan. 

Prinsip efisiensi dalam siyāsah tasyrî’iyah bertujuan untuk mencapai 

keseimbangan antara keadilan, kepentingan masyarakat, dan penggunaan 

sumber daya yang bijaksana. Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah atau 

otoritas yang berwenang diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dalam 

menerapkan hukum Islam, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat 

secara efisien. 

Prinsip ini mengenal tiga asas, yaitu: klaritas, aksesibilitas, dan 

keserhanaan. Asas klaritas dalam konteks siyāsah tasyrî’iyah mengacu pada 

prinsip kejelasan atau kepastian hukum. Asas ini menuntut agar hukum disusun 

dan dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami 

dengan mudah oleh masyarakat. Hukum yang jelas menghindarkan penafsiran 
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yang salah atau bermacam-macam, sehingga dapat mencegah kebingungan dan 

ketidakpastian dalam penerapan hukum. 

Berikutnya, asas aksesibilitas dalam konteks siyāsah tasyrî’iyah 

berfokus pada prinsip bahwa hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh 

semua anggota masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya penyampaian 

hukum secara terbuka, transparan, dan mudah dijangkau oleh semua orang tanpa 

diskriminasi. Hukum yang mudah diakses memastikan bahwa masyarakat 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memahami hak dan 

kewajiban mereka. 

Adapun yang terakhir, asas keserhanaan, dalam konteks siyāsah 

tasyrî’iyah, berusaha menyedikitkan undang-undang untuk mengurangi jumlah 

undang-undang. Ada upaya untuk menyederhanakan, atau menghapus undang-

undang yang tidak diperlukan (redundan). Prinsip ini bertujuan untuk 

menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, mudah dipahami, dan dapat 

diakses oleh masyarakat. 

Dengan menerapkan asas klaritas, aksesibilitas, dan keserhanaan, sistem 

hukum Islam dapat menjadi lebih efektif, adil, dan bisa diakses oleh semua 

anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kejelasan 

hukum, kesetaraan akses terhadap hukum, dan kemudahan dalam mematuhi 

serta menerapkan hukum Islam. 
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3. Prinsip Operasional 

Prinsip operasional dalam siyāsah tasyrî’iyah mengacu pada 

kemampuan undang-undang untuk diterapkan secara efektif dan relevan 

terhadap objek hukum. Hukum harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi 

dengan kondisi zaman, tempat, dan sosial di mana hukum tersebut diterapkan. 

Prinsip ini mengakui bahwa hukum memiliki sifat universal dan dapat 

diterapkan kepada objek hukum dengan beragam latar belakang. 

Dalam konteks siyāsah tasyrî’iyah, prinsip ini menekankan pentingnya 

hukum untuk dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan 

zaman. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Undang-

undang ini menjadi dasar hukum dan panduan bagi proses pembentukan, 

penyusunan, pengesahan, dan promulgasi peraturan perundang-undangan di 

tingkat nasional. 

Dengan demikian, prinsip operasional dalam siyāsah tasyrî’iyah dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kesamaan dalam mengakui 

perlunya hukum untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan 

kebutuhan masyarakat. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum 

dapat diterapkan secara efektif dan relevan dalam konteks yang terus 

berkembang. 
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4. Prinsip maslahat 

Tujuan dibuatnya hukum, baik agama maupun konvensional, adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pada masa Nabi, aturan-aturan 

hukum diturunkan dan dapat dibatalkan sesuai dengan kebutuhan. Keadaan 

tersebut terjadi ketika terdapat situasi darurat yang membutuhkan perubahan 

hukum, sehingga terjadi penggantian syariat lama dengan syariat baru. 

Penghapusan dan penggantian hukum merupakan bukti bahwa syariat Islam 

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.14 Prinsip kemaslahatan 

dalam siyāsah tasyrî’iyah merupakan konsep yang menekankan pentingnya 

kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat dalam penerapan hukum 

Islam. Prinsip ini mengakui bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk 

mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu 

metode penelitian hukum yang menggunakan analisis terhadap bahan pustaka 

atau bahan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan 

harmonisasi pengaturan mengenai ujaran kebencian melalui media elektronik 

 
14 Abdul Wahhab Khallaf, Khulaasha Taarikh Tasyri al-Islami (Perkembangan Sejarah 

Hukum Islam) terj. Ahyar Aminudin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 29; Khusnul Khatimah, 

Penerapan Syari‟ah Islam, hlm.87. 
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dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat di Indonesia.15 Dalam konteks 

penelitian ini, peneliti melakukan investigasi lebih mendalam terkait perspektif 

siyāsah tasyrî’iyah terhadap kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian di 

Indonesia. 

2. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research), di mana peneliti menggunakan teks-teks atau data yang dapat 

ditemukan di perpustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan objek kajian 

berupa data kepustakaan yang berisi ide-ide, gagasan, atau pikiran yang 

didukung oleh referensi dari buku, jurnal, karya ilmiah sebelumnya, laporan, 

makalah, serta literasi atau dokumentasi diskusi ilmiah dan dokumen resmi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.16 

3. Sumber data 

Dalam penelitian, terdapat dua jenis sumber data yang umum 

digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kombinasi 

penggunaan sumber data primer dan sekunder dapat memberikan kekayaan 

informasi dan validitas yang lebih baik dalam sebuah penelitian. 

Ketergantungan pada jenis sumber data mana yang digunakan tergantung pada 

sifat penelitian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. 

 
15 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm.13-14. Lihat juga Sutrisno Hadi, Pengantar Metode Penelitian Hukum 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
16 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara 

langsung dari subjek penelitian atau sumber asli yang terkait dengan topik 

penelitian. Sumber data primer biasanya melibatkan pengumpulan data baru 

yang spesifik untuk penelitian tersebut. Pengumpulan data primer dapat 

dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, dan meneliti dokumen 

hukum. 

Terkait dengan penelitian ini, oleh karena objek penelitian ini adalah 

kebebasan pendapat dalam UU ITE, maka sumber primer dalam penelitian 

ini adalah dokumen hukum yang terkait dengan UU ITE, yaitu: Undang-

undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer 9 Tahun 

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Selain itu, dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan 

perundang-undangan, keputusan lembaga hukum, kontrak, atau dokumen-

dokumen resmi lainnya dapat menjadi sumber data primer dalam penelitian 

hukum. Peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan isi dokumen-dokumen 

ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum 

yang sedang diteliti. 

b. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan 

oleh pihak lain atau data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat 

berupa publikasi ilmiah, laporan penelitian, data statistik, dokumen resmi, 

buku, artikel jurnal, basis data elektronik, arsip, atau sumber informasi lain 

yang telah dipublikasikan atau tersedia untuk umum data yang berkaitan 

dengan ujaran kebencian melalui media elektronik atau Pasal 28 Ayat (2) 

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis, memeriksa, atau 

menyusun kembali informasi yang telah ada. Data sekunder sering 

digunakan untuk memberikan konteks, mendukung argumen, atau 

membandingkan temuan dalam penelitian. 

4. Teknik analisis data 

Teknik analisis kualitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan 

perspektif siyāsah tasyrî’iyah. Teknik ini melibatkan pembacaan dan 

pemahaman mendalam terhadap teks UU ITE serta memperhatikan konteks dan 

tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Peneliti menganalisis ketentuan-

ketentuan dalam UU ITE yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, ujaran 

kebencian, dan perspektif siyāsah tasyrî’iyah. Dalam analisis ini, peneliti 

mencermati penggunaan bahasa, terminologi, dan konsep yang digunakan dalam 
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UU ITE serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip siyāsah tasyrî’iyah 

yang relevan. 

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumen 

pendukung UU ITE, seperti penjelasan, catatan pengesahan, putusan Mahkamah 

Konstitusi, dan peraturan turunan yang terkait dengan UU ITE. Peneliti 

menganalisis dokumen-dokumen ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai penafsiran hukum, dan konteks hukum yang melingkupi 

UU ITE. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan ini akan disajikan secara sistematik sebanyak 5 (lima) bab, sebagai 

berikut: 

Bab 1 berfungsi sebagai pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub 

bab pertama adalah latar belakang masalah yang memberikan gambaran umum 

tentang permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, sub bab rumusan masalah yang 

berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini. Setelah itu, sub 

bab tujuan dan manfaat penelitian yang membahas urgensi dari penelitian ini. 

Kemudian, sub bab telaah pustaka yang mendeskripsikan karya sebelumnya sebagai 

pembanding penelitian ini dan untuk melihat novelty penelitian ini. Sub bab 

berikutnya adalah kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis 

rumusan masalah. Setelah itu, terdapat sub bab yang membahas metode penelitian, 

dan sub bab terakhir berisi sistematika penulisan. 
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Dalam bab 2, bagian ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah 

mengulas lebih mendalam terkait dengan teori yang di pakai, yaitu siyāsah 

tasyrî’iyah, mulai dari konsepnya sampai pada prinsip prinsip yang ada dalam 

siyāsah tasyrî’iyah. Dalam bab ini juga terdapat sub bab yang menguraikan tentang 

kebebasan berpendapat dan hate speech. 

Bab 3 berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, 

yaitu berisikan hasil temuan pustaka baik itu sumber hukum primer maupun sumber 

hukum sekunder. Bab 3 berisikan sub bab yang akan membahas kebebasan 

berpendapat dan hate speech di Indonesia, serta aturan-aturan yang mengatur 

tentang kebebasan berpendapat dan hate speech. Bab ini juga akan membahas  

tentang muatan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, historisitas 

terbentuknya UU ITE serta harmonisasi UU   ITE dengan peraturan-peraturan 

lainnya. 

Bab 4 dari penelitian ini merupakan bab analisis, yang bertujuan untuk 

menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini guna 

mendapatkan temuan atau jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan, 

sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, bab 4 ini akan menganalisis tentang kebebasan berpendapat dan hate 

speech di Indonesia menggunakan pisau analisis “siyāsah tasyrî’iyah”. Bagian ini 

terdiri dari empat sub bab, yaitu: A. UU ITE secara Hirarki, B. Prinsip Efisiensi 

Undang-undang, C. UU ITE bisa diterapkan, dan D. Prinsip Kemaslahatan. Pada 
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akhirnya, bagian ini menjawab permasalahan terkait dengan UU ITE di Indonesia 

dalam perspektif siyāsah tasyrî’iyah. 

Bagian akhir dari penelitian ini, yaitu Bab 5, berfungsi sebagai penutup yang 

mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari seluruh 

pembahasan yang memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang 

diajukan. Setelah itu, disusun daftar pustaka yang mencakup referensi dan literatur 

yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menemukan 

bahwa: 

1. Kebebasan pendapat dan hate speech di Indonesia diatur dan dijamin melalui 

berbagai peraturan. Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 dan 

KUHP serta beberapa Undang-Undang termasuk Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengakui hak individu untuk 

menyampaikan pendapat, berpendapat dan berekspresi secara online. Namun, 

dalam menjalankan kebebasan ini, UU ITE juga mengatur bahwa kebebasan 

berekspresi tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain 

dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa konten yang 

melanggar, fitnah, atau ujaran kebencian dapat dikenai sanksi hukum. 

2. Kebebasan berpendapat dan hate speech di Indonesia yang di atur dalam UU 

ITE berdasarkan prinsip Siyāsah tasyrî’iyah terdapat prinsip yang terpenuhi dan 

prinsip yang tidak terpenuhi. UU ITE tidak menyalahi aturan prinsip hierarki 

dalam sistem perundang-undangan di Indonesia serta tidak bertentangan 

dengan undang-undang yang ada di atasnya. UU ITE juga telah dirancang dan 

disusun telah memenuhi dan memperhatikan prinsip operasional. Proses 
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penyusunannya melibatkan berbagai tahapan yang melibatkan partisipasi dan 

konsultasi dengan para ahli, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. 

Selain itu, dalam penyusunan UU ITE juga telah diperhatikan asas-asas hukum 

yang universal, seperti proporsionalitas, kebebasan, dan perlindungan hak asasi 

manusia. Sedangkan prinsip yang tidak terpenuhi adalah pada prinsip efesiensi 

dan prinsip kemaslahatan. UU ITE memiliki beberapa pasal yang multitafsir 

dan mengakibatkan penyalahgunaan untuk menekan kebebasan berekspresi. Di 

antara pasal-pasal tersebut adalah adalah pasal 27 ayat 1 (memuat konten 

melanggar kesusilaan), pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik), pasal 28 ayat 

2 (ujaran kebencian), dan pasal 29 (ancaman kekerasan). Bahkan, pasal-pasal 

tersebut dianggap tidak efisien karena tumpang tindih dengan peraturan 

perundang-undangan lain. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasar temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan untuk 

menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir dari UU ITE sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih antar undang-undang. Oleh karenanya, butuh melibatkan para ahli 

hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan, 

evaluasi, dan perbaikan undang-undang. Dengan melibatkan semua pihak terkait, 

undang-undang dapat dirancang dan diterapkan dengan cara yang lebih efisien dan 

efektif. 
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